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PUTUSAN
Nomor 2282/Pdt.G/2023/PA.PLG

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di  kota PALEMBANG,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang
berkantor di Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Oktober 2023 yang terdaftar denganNomor: X

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti
Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 2282/Pdt.G/2023/PA.PLG,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah Pasangan Suami Istri

yang SAH yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor urusan Agama

SUKARAMI sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor:XTertanggal 28-10-

2022;
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2.Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha
esa;
3.Bahwa saat menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kediaman
orang tua TERMOHON di Kota Palembang, Sumatera Selatan;
4.Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah
tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan tahun
2023 karena sejak bulan juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga
antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang trus menerus, yang penyebabnya antara lain :
1l)ahwa pada bulan juni 2023 pada waktu TERMOHON di rawat di
rumah sakit hermina, orang tua TERMOHON melontarkan kata-kata
kasar kepada PEMOHON bahwa TERMOHON kekurangan gizi
semenjak menikah dengan PEMOHON;
2)Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kediaman
orang tua TERMOHON di jalan sosial, orang tua TERMOHON
terlalu ikut campur urusan rumah tangga PEMOHON dan selalu
membandingkan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dengan
saudara perempuan TERMOHON yang juga telah menikah dan
memiliki kediaman sendiri (rumah) sedangkan PEMOHON dan
TERMOHON yang baru seumur jagung pernikahan belum memili
rumabh;
3)Bahwa orang tua TERMOHON juga selalu memberikan efek
pembicaraan yang tidak mendidik kepada TERMOHON, sehingga
TERMOHON selalu bertingkah tidak selayak nya istri yang baik di
rumah tangga PEMOHON;
4)Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON pada bulan agustus
hingga bulan september (2 bulan) sempat pisah rumah dan ranjang,
yang mana PEMOHON kembali kediaman orang tua PEMOHON
dan TERMOHON tetap tinggal di kediaman orang tua TERMOHON.
Akan tetapi orang tua PEMOHON berikut keuarga besar
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PEMOHON mendamaikan  pertengkaran itu  dikarenakan
TERMOHON sedang mengandung sehingga pernikahan
PEMOHON dan TERMOHON kembali lagi dan berkumpul dan untuk
sementara waktu tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.
Langgar lorong famili, Suka Maju, Kec. Sako (belakang indogrosi),
Kota Palembang, Sumatera Selatan;
5)Bahwa pasca bersatu lagi tingal di rumah kontrakan di JI. Langgar
lorong famili, Suka Maju, Kec. Sako (belakang indogrosi), Kota
Palembang, Sumatera Selatan ternyata TERMOHON masih tidak
berubah, tetap berkata-kata kasar dan berkelakuan kasar kepada
PEMOHON. Sampai-sampai TERMOHON melontarkan kata-kata
yang tidak pantas untuk kedua orang tua PEMOHON, yang menurut
PEMOHON kata-kata itu tidak layak di ucapkan oleh TERMOHON;
6)Bahwa atas kejadian keributan pada poin 5 di atas TERMOHON
pergi dari rumah kontarakan meninggal PEMOHON kembali
kekediaman orang tuanya di JL.SOSIAL NO.466 dan PEMOHON
juga meninggalkan kontrakan JI. Langgar lorong famili, Suka Maju,
Kec. Sako (belakang indogrosi), Kota Palembang, Sumatera
Selatan pulang kerumah orang tua PEMOHON;
5.Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumahtangga yang sakinah,mawaddah wa rahma sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;

6.Bahwa PEMOHON sanggup membayar biyaya yang timbul dalam
perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon
kepada ketua Pengadilan Agama palembang C.q Majelis Hakim yang Mulia
untuk berkenan menerima, memutus perkara ini dengan putusan sebagai
berikut :

Primer:
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1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Izin Kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu Raji terhadap TERMOHON (Termohon) didepan sidang
pengadilan agama palembang setelah putusan ini mempunyai berkekuatan
Hukum Tetap:
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama palembang Cq.Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in
person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas
panggilan Nomor 22802/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 15 November 2023 dan
tanggal 27 November 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domilisi No.XXX atas nama Thalia Rianita yang
dikeluarkan oleh Kelurahan XKota Palembang tanggal 07 November 2023,
telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup
dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang

Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XTanggal 28 Oktober 2022, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2 dan diparafBahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga

menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah kontrakan sampai
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebabnya adalah karena orang tua Termohon sering ikut
campur dan Termohon sering berkata kasar;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak September 2023;

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon pernah menasehati
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil,
karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul
lagi dengan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah kontrakan sampai
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebabnya adalah karena orang tua Termohon sering ikut
campur dan Termohon sering berkata kasar;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak September 2023;

- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon pernah menasehati Pemohon
agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi
dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima
Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2),
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret
2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima

Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2282/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama
Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalii Pemohon menyatakan antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran, dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali, karena orang tua Termohon sering ikut
campur dan Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga
dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal
311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon telah
mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum
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Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan
telah dinyatakan sah tidak lagi diketahui alamatnya, sehingga bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat
permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama bermeterai cukup, dinazegelen, dan
merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon
dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum
pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon,
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut
undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil
sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan
keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri
yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, karena orang tua Termohon sering ikut
campur dan Termohon sering berkata kasar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September
2023;

- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun
tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan
tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit
disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan
kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur an surat al-
Bagarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

VYY) 2ulE daais all H15 BMI 15232 Ol5)

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber’azam (berketetapan
hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja
sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan
penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian

patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan
dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Palembang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.
Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
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Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H. Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Biaya Proses 'Rp 80.000,00
- Panggilan :Rp 750.000,00
- PNBP Pgl | Pemohon :Rp 10.000,00
- PNBP Pgl | Termohon :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 900.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
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